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Mengingat

' 
PERATURAN

REKTOR UN]VERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 1 8/UN38/HKIKP t201 4

Tentang
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERIsIPIL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

(PNS);

b. bahrrya untuk menlngkatkan profesionalisme dan pembinaan
Dosen Tetap Non PNS serta peningkatan mutu pelakanaan tugas-
tugas dosen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud clalam
'H.q:uf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang
Dbsen Tetap Non PNS Universitas Negeri Surabaya.

l. Undang-Undang Rl Nomor ZO tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendldlkan Nasional;

2. Undang-Undang Rl Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan

3. Undang-Undang Rl Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidlkan
Tinggi; 

:

4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan
Fungslonal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
ddngan Peraturan Pcmerintah 40 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 37 tahun 20O9 tentartg Dos"n;
6. Perituran Pemerintah Rl Nomor l7 tahun 2OlO- tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah Clubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2010;

7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

8. Keprulg$n Presiden Rl Nomor 269 tihun 1965 tentang pendirian
lKlP Surabaya;

9. Keputusan Preslden Rl Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan

lKlP menjadi Universltas;
l0.Kepfutusan Presiden Rl Nomor 71/M tahun 2Ol0 tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Negerir Surabaya;
tl.Keputusan Mendikbud Rl Nomor 279/0/1999 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
l2.Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN

Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/B/1999 tentang Jabatan Fungsionai
Dosen dan Angka Kreditnya;

I3.Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawalan
Negara Nomor 6't4O9/MpWK?1"t999 dan Nomor 181 Tahun 1999
tentang PetunJuk Pelakanaan Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya;

l4.Keputusan Mendikbud Rl Nomor 36lD/O/2OOl tentang petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka KreditJabatan Dosen;

l5.Keputusan Mendiknas Rl Nomor g2lOlZO01 tentang
Universitas Negeri Surabaya;

| "Qrywing with charactef'

Statuta

;,"

Menimbang a. bahwa dalanrrangka memenuhikebututran Sumber Daya Manusia
di Univcrsitas l{egerl Surabaya, khususnya tenaga akadenrlk perlu
d.llakulgan pL.ilcrimaan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil

@
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The Decree of Rector on the subject of the non-civil servant permanent lecturer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

The Decree of Rector on the subject of the non-civil servant permanent lecturer aimed to 

regulate the recruitment for the non-civil servant permanent lecturer and the improvement 

of their professionalism. 

The decree carries information about: 

1. Definition of lecturer, non-civil servant permanent lecturer, functional position, 

adjustment of lecturer credit, National Lecturer Identification Number, 

employment agreement, Termination of employment, workload, and academic 

qualifications of lecturers 

2. Rights and obligations of the non-civil servant permanent lecturer 

3. Carrier development of the non-civil servant permanent lecturer 

4. General and specific requirements of the non-civil servant permanent lecturer 

recruitment 

5. Workload of the non-civil servant permanent lecturer called Tri Dharma which 

consists of teaching, research, and community service; adjustment of carrier; and 

the mechanism of promotion 

6. Salaries and allowances 

7. Coaching, development, and performance assessment of the non-civil servant 

permanent lecturer  

8. Dismissal of the non-civil servant permanent lecturer position, either with respect 

or disrespect 

9. Closing Provisions 

 

It is stated in the decree that the non-civil servant permanent lecturer is not a civil servant 

lecturer and hired through employment agreement and the employment mechanism of 

Universitas Negeri Surabaya. He shares the same rights and obligations with the civil 

servant lecturer, as well as his carrier development, duties and promotion. 

Moreover, his salary and allowances are decided according to technical guidance of 

business plan and financial budget of Universitas Negeri Surabaya, i.e. BOPTN and the 

other appropriate financial sources. 

With respect-dismissal of the non-civil servant permanent lecturer may be proposed by 

the dean or the rector based on particular reasons, for instance the age is in pension period 

already, his own desire, pass away, incompetent of fulfilling the criteria, has been sick 

physically/mentally for 12 months, or fail to gain National Lecturer Identification Number 

for 2 years. Meanwhile with disrespect-dismissal may be caused due to some 

delinquency, such as avoiding the obligation or conduction lawbreaking against Indonesia 

or Universitas Negeri Surabaya regulations. 
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Pasal 9
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pejabat stru hu ral dapat d iberhenti kan a pabila:
1. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
2. mencapaibatas usia pensiun;
3. diberhentikan sebagai pN5;

1. 9ignglr.t dalam jabatan strukturat tain atau jabatan fungsional;
5. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
6. terlibat kasus Narkotika, psikotropika dan Zat Adihif Lainnya (NApZA);
7. tugas belajar lebih dari6 (enam) bulan;

I. adanya perampingan struktur organisasi universitas Negeri 5urabaya;
9. cuti di luar tanggungan negara, kecuali karena persalinan;
10. tidak memenuhl persyaratan kesehatanJasmani dan rohani;
1 l. hasil penilaian prestasi kerja tidak memenuhi kriteria baik
12. tidak lulus diklat kspemimpinan sebanyak 2 (dua) kali.

7

',;!: Pasal 10
PROS EDU R PEM BERHENTIAN DARI JABATAN STRU KTU RAL

(l) Pemberhentian Pejabat struktural diusulkan secara tertulls
pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rehor.

(2) Pemberhentian Pejabat Struktural ditetapkan dengan
mendapat pertimbangan dari Tim Baperjakat.

Pasal I 1

KETENTUAN PENUTUP

oleh atasan langsung atau

keputusan Rektor setelah

191985031002{/.

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unlversitas Negeri Surabaya
Nolo1 096/H38/HK.0I.23lKP.0l .1212009 tanggal 28 April 2008 tentang peisyaratan din
Mekanisme Penjaringan Pegawai Negeri Slpil untuk Jabatan Struktural Eselon il (Kepala
Biro), Eselon lll (Kepala Bagian), Eselon lV (Kepala Sub Bagian) di Lingkungan Universitas
NegeriSurabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan
ketentuan tersendiri.

(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

n di : Surabaya
I :2Januari2O15

Salinan disampaikan kepada yth:
l. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. lnspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rel(or Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lpptil,

Kepala Biro di Lingkungan Unesa
7. Kabag Keuangan Unesa

../

I
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l6.Keputusan Menkeu Rl Nomor 5olKMK.o5/2009 penetapan
Universitas Negeri surabaya pada Departemen pendidikan
Nasional sebagai rnstansi pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

lT.Peraturan Menkeu Rl Nomor gzlpl/'K.os/z0ll tentang Rencana
Bisnls dan Anggaran sefta perakanaan Anggaran gadan Layanan
Umum;

l8.Peraturan Mendikhud Nomor u tahun 2or3 tentang
Pengangkatan Dosen Tetap Non pegawar Negeri sipil padi
Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada perguruan Trnggr
Swasta;

l9.Peraturan Menpan dan RB Nomor l7 tahun 20I3 tentang Jabatan
Fungsronar Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telih diubah* dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 46 tahun 2013;-- 20.\urat pongesahan Menkeu Rl Nomor DlpA-023.04.2.414970/2014
tdqtang D|PA BLU tahun anggaran2Ol4;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKToR TENTANG DosEN TETAp NoN pEGAWAI NEGERT
SIPIL U NIVERSITAS NEGERI SURABAYA

*rrr*r'#*'uMUM

Pasal t
Dalam Peraturan Rektor iniyang dlmaksud dengan :

1, Dosen adalah pendidik profesionar dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, 

. 
nrengembang\an, dan n:enyebarluaskan ilmu plngetahuan,

teknologi da n seni melalui pend.dikan, penelitian dan pengabdlan kepada maslara kat.2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstaius sebagai tenaga
pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

3, Dosen Tetap Non Pegawai Negcqi Sipi! Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya
disebut DTN UNESA adalah Cosen tetap yang tidak Serkedudukan ieUlg.i pega..vai
Negeri Sipil dan diadgkat berdasarkan Oerjanjian kontrak kerja dan 

-mekanisme

kepegawaian dalam ruing Ingkup universitas Negeri surabaya.4. NIDN adalah Nomor lnduk Dosen Nasional yang berfungsi sebagai identitas dosen
se-lndonesia.

5. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas DTN UNESA, tanggung
Jawab, wewenang dan hak $eorang DTN UNE5A oatarn suaiu satuan organisasilani
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketramf,ilan tertentu
serta bersifat mandiri.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dar:itiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-
butir kegiatan yang harus dicapai chh pe.labat ir.rng:1ui":a! clalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

7. Perjanjian kerla atiu ke;epr.katp,r kc-rjr ber:rnna i,i:!aii perjrnjian.tsrtu!is antara DTN
dengan UNESA yang nlent'..at syarat::yarat lisrja serta hak ian keryu;iban fara pihak
dengan prinsip kesetaraan clan keseja,,vatgn berdasarkan pur.trr.n perundang-
undangan.

8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja trers.:ma DTN Ur+'-eSa karena iesuatu [al- ying
mengakibatkan beraklrirnya hak dan ke'r,vaJiban antara dosen dan penyelenggarl
pendidikan atau satuan penciidikan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang penaiOikan akademik yang hlrus dimiliki oleh
DTN UNESA sesuai dengan jenis; jeniang dan satuan penoioikan formal di tempatpenugasan.

o
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1

(2) Beban kerja sebagaimana dimakud pada ayat (1) sekurang_kurangnya sepadan/setara

l;Hii,Lr.llfj:jas).satuan reait semestlii. 
"',"'#vi r_o.,y.[";; ri 6#; ;:h,

(3) Ketentuan lebih laniut mengenal.beban kerja DTN UNESA sebagaimana pada ayat (l)dan (2) diatur oreh univeriitas N.g.ri s;[ul.'L""J"r"".n Keputusan Dirren Drktrtentang beban kerja dosen.

BAB IV
HAK DAN KEWA]IBAN DTN UNEsA

Dal
a.

am melaksanakan tugas keprofesionat. j,uJlir.rsur,,,rrsa 
uerhak atas:memperoleh penqhasiran tetao dan penghasiran rii^ virg iJ sesuai dengan ketentuanyang berlaku bagi DTN UNESA;

o

o

T:!_l-.-p"1kg" 
promosi dan oe19[1Saan;qsuai dengan tugas dan prestasi kerja;

lL"flil"J:i:^ 
pgrlindunsan dalam melaksanatan"-tusr's--dan 'n"r -itri'iu1ayran

memperoleh kesempatan untuk meningkatkdn kompetensi, akses sumber belajar,

il::ffit1f,"""'dan 
prasarana pembelaliran, ien"-ri"["lr,i.^'ar" p;";;;ffi; 6ff;

memiliki kebebasan akademih mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

Xl:lll,,n, 
kebebasan datam memberik.n p"nifuiun J_lrln"n,rrun ketulusan peserta

ffIl,jl,5::""san untuk berserikat datam organisasi profest/organisasi profesi

mendapat cuti sesuai peraturan yang berraku kecuan cuti tahunan dan cuti di ruartanggungan negara.

Datam melaksanakan tugas keprofesionalarl,tllru6uruEsA berkewajiban untuk:
l. ::l1l1lii p*didika n, penet itia n da n pensa bJia n ["p-.'au ruryuru kut,D' merencanakan, meraksanakan proses pemberajaran serta menirar dan mengevaruasi hasirpembelajaran;
c menrngkatkan dan mengemk;angkan kuarifikasi akademrk dan kompetensi secaraberkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilm, p"ngJahran, teknotogi clan seni;d bertindak obvektif dan tidlk diskrrrninaiii;;.;;;;.;;;ii;bansan jenis keramin, asamasuku dan ras, gotongan, kondisi fisikterte"tr,.i., f.i. il",.k;"?r;;;k#;ir_rrH;

didik dalam pembelajaran;
e merakanakan tugas-tugas kedinasan/institusionar rainnya untuk kemajuan universitas;t 

||flilT' 
peraturan perundahg-undangan, hukum Ja.i[oae 

"tir r"rt" "ir.i ^iiJffi"g. menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Surabaya.

on*o r* uo*orfl$'*X*, * rrr r*rro

(l) DrN UNE'A adatah pegawai Uri""*i#ifl;ri Surabaya yang diangkat dalam jabatandan pangkat teftentu.
(2) Pengangkatan DTN UNESA daram suatu jabatan diraksanakan berdasarkan prinsipprofesionatisme sesuai dengan-korp"tunri pr"itu.it"i" a.^ p";i"! fingk"i.,"""ditetapkan untuk jabatan ,-i: ,:,Tu iyarat oUyef,iif fuin,iyu ,unp" membedakan jenis
.. kelamin, suku, agama, rasatau golongan. ' " r

o' 
i:ffiil1*:i*mDTN 

UNESA dalam- pangkat awal ditetapkan berdasarkan tinskat

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.



10' {ompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus
dimiliki,dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugai keprofeiionit.n.

1 1. sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
12. Sertlfikat pendldik adalah bukti formal sebagii pengakuan yang diberikan kepada dosen

sebagai tenaga profeslonal
13. Gajl adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dart penyelenggara

pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk ffnansial secari berkala.
14. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen datam bentuk finansial sebagai

imbalan prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profeslonal, .

(1) Persyaratan umum untuk
a. usia paling iiirssi

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGADAAN DTN UNESA

pasal Z

menjadi DTN UNES& terdiri atas:

b. bertaqwa kepada Esa;
c. setia dan taat Undang-Undang Dasar 1945,

Pemerlntah, serta waJlb menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Kesatuan Republik lndonesia;

50tflhun;
Tuhp*Yang Maha l

kepada Pancasila, Negara dan
dalam Negara

(2)

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan

f, tidak terikat sebagal dosen PNs/dosen tetap non PN5 pada perguruan tinggi
danlatau sebagal pegawaltetap pada lembaga lain.

Persyaratan khusus untuk menjadi DTN UNESA, terdiri atas:
a- kualifikasiakademik minimal52 yang diperoleh dari program studiyang diutamakan

terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang keahlian;
b. prestasi akademlk dlutamakan minimal lpK 3,0;
c. hasil tes TOEFL untuk dosen Bahasa lnggris diutamakan pBT = S2O, CBT = 775,

IBT = 69, IELTS = 5.5, TOEP = 56;
d. hasil tes TOEFL untuk dosen non Bahasa lnggrls dlutamakan pBT = 5lO, CtsT = 175,

IB-T= $Q IELTS = 5.5,TOEP = 55; '

e. hasil tes kemampuan dasar akademik ffKDA) diutamakan 55;
f. DTN'UNESA wajib memiliki TOEFL yang dipersyaratkan minimal memenuhi syarat

untuk memperoleh NIDN dalam kurun waktu 2 tahun;
g. berkelakuan baik, bermoral, serta menghormatiazas dan etika keilmuan;
h. dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan

sebagai dosen tetap nen PNS atau dosen atau dosen ietap PTi walib meminuhi
peraturan perundang-undangan;

i. Status kemahasiswaannya terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (pDpT)
untuk lulusan setelah tahun 2002.

Pasal 3
Pengadaan DTN UNESA di Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan secara
di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan kebutuhan di
fakultas.

BAB III
BEBAN KERJA DTN UNESA

Pasal 4
(1) Beban kerja D-fN UNESA mencakup kegiatan.pokokyaitu merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membi;bing
dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, sefta melaLr[ui

i

.i.U

e.

lain

s



(4) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTI{ uNEsA berhak mendapatkan promosi
sesuai dengan prestasi kerja.

(5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kenaikan jabatan akademlkdan/atau kenaikan pangkat. - 'r-" '| !'uvsu

(6) JenJang jabatan akademik DTN UNESA terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala danProfesor/Guru Besar.
(7) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasiakademik doktor. 'i rYr Yr r,vrrr'

Pasal 8
(,1) Jenjang karlr dan kepangkatan DTN uNEsA disetarakan dengan jenjang karir dosenPesawai legeri s.rpir merirur perjenjans;;"il;;;llin rcr.ntuan yans berraku basiDosen PNS UNESA

!]] lersyaratan bagi dosen yang naik jabatan harus punya NIDN.(3) Perienjangan Sebagaimana dima-ksud dalam t;i ii) meliputi persyaratan perolehan
angka. kredit Rtrmulatif dari.kegiatan p"ra#run aan-p"ngajaran, penelttian danpengabdlan kepada maiprakat serta kegtatrn p"nrn1ang J.ngan' i*iir""r.t#iberikut
a. Asisten ahli, golongan llllb
b. Lektor, golongan lll/c
c. Lekor, golongan lllld
d. Lektor Kepala, golongan lVla
e. Lektor Kepala, golongan lVlb
f, Lehor Kepala, golongan lVlc
g, Guru Besar, golongan lVld

200
300
400
550
740
850

h. Guru Besar, golongan lVle : 1050
perolehan
(Bidang A),
(Bidang D),

angka kredit kumulatif terdlrl atas bidang pendidikan
bidang penelitian (Bldang B), bidang pengabd-ian GidantO,
prosentase per bidang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTN uNEsA sebagai berikut:a' sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas kegiatan tri dharma selama 1 tahundihitung sejak seterah penandatanganan kontrak o."'i.t.iu1' iil ;;"g ;;;;.il;i;;
. dapat diajukan kenaikan jabatan akadenriknya '-- / -' .r "-
b' Pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTN UI{ESA diatur dan clilaksanakarr

berdasarkan semua produk hukum yang terkait dengan p"nir.[n ung'd ;1ffiil;il;
oosen.

c' mekanisme pengusulan kepaikan jabatan DTN uNEsA mengikuti prosedur yang adadi fakultas dan Universitas Negerisurabaya.

DTN uhlEsA dapat diusulkan untuk ,J"T'?'# sertifikasi dan mendapatkan tunjanganprofesinva sebagai dosen setelah metaksanJk.n p"ngiuJiu" diuni;;;rid-il;;rii.i"oiv.
dengan kinerja baik dan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dosen.

cArr DArilBr[lo*oo*

Pasal I 1

DTN UNE5A yang diangkat cJalarm pangkat pertarn0, diberi!<an gaji pokok sesuai clengar,rketentuan dalam petuniuk tekrtis pelaksanaan rencuna bisnis dan ongluiun Universitas Negerisurabaya' Anggaran untuk penrbayaran gaji dan tunjangan dibebjrikan paCa ctina BOpTNatau sumber lain yang sesuai,

s

s

(4)
dan
dan



Kepada DTN UNESA vang aiangkat,aatarlali,'.li ,."n*., yang rebih tinggr dari pangkat
lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangiat 5aru yang segaris a"-,,g.n g.ji dLokdan masa kerja golongan dalam golongan ,r.ng-r"nrrut pangkai l..a vung,[r; iiutritersendiri di luar peraturan ini.

DTN yang terah diangkat daram jaoo"^ ,u3Xt#irebagaimana tersebut pada pasar 7 ayat 6diberikan tunjangan jabatan akademrk yang akan- aiaiui tersenoiri sesuai dengankemampuan keuangan Universitas Negeri Surabiya.

pEMBINAAN DAN pENGEMBANootnlr?Xlo o.*,.AlAN KTNERJA DrN uNEsA

, pasal 14
(l) Pembinaan.darf pengembangan DTN UNESA meliputi pembinaan dan pengembangan

profesl dan karir. ',
(2) Pemblnaan dan pengem6angan karir DTN UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

meliputi penugasan, kenaikan jabatan dan pangkat sertipromosi.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (.1) meliputi

kompetensi pedagogi( kompetensi kepribadian, kompetensi irofesional dan
kompetensi sosial.

(4) studi lanjut bagl DTN UNESA dapat diusurkan setelah mendapat N|DN dan mendapatkan
lzln. dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebuiuhan kompetensi keirmuan

. l1i program studi atau jurusan tempat yang bersangkutan bekerja.
(5) DTN UNESA dapat dlizhkan studi, tetapi jika lniversitas Negeri surabaya tidak

mempunyai dana untuk menggaji.selama studi, jika yang bersairgkutan tetap ingin
studi, maka gajinya dapat tidak dibayarkan r"rentaia dengan d-iatur dalam suitu
per.lanjian.

o

Pasal 15
Penilaian klnerJa DTN UNESA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Dosen pNS.

8AB VIII
PEMBERHENTIAN DTN UNESA

Pasal 16
DTN UNESA diberhentikan dengan hormat darijabatan sebagai DTN UNESA karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi Universitas Negeri Surabaya;
e. tidak dapat meraksanakan tugae secara terus nrenerus selarna r2 (dua belas) bulan

karena sakit jasmani dan/atau rohani;
f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriterie baikg. dalam waktu 2 (dua) tahun seja:( diangkat tidak dapat nremperoleh NIDN.

DTN UNESA diberhentikan aunnan r.,orrl3iu,l,lL u,", permintaan sendiri/tidak deng3n
hornrat darijabatan DTN UNESA karena:
ar' melakukan penyelevrerrgan terhadap iJeoiogi i{egara pancasila, uuD 19.{5, atau terlibat
. dalanr kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah;
h. melanggar perjanjian kerja;
c. melanEgar peraturan yang berlaku di UNESA;
d. melalaikan kewajiban dan meranggar rarangan sebagaimana diatur daram peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 20lO tentang Di;lplin peg;wal Negerl Slpll;

r



e. terlibat kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oreh pengadilan;f. melanggar Permendiknas nomor 17 tahun 2o1o tentang pencegahanpenanggulangan plagiat.

Pasal 18
Pemberhentian DTN UNEsA dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 19
(1) Pemberhentian DTN UNESA karena batas usia pensiun sebagaimana dimakud padapasal 16 huruf (c) dilakukan pada usia 65 (enam puluh timi) tanun dan 70(tujuh puluh)tahun untuk guru besar.
(2) Pemberhentian DTN UNESA sebagaimana dimaksud datam pasal l7 dapat ditakukansetelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan d'iberi Lur"niputan untukmelakukan peihbelaan.

dan

C

o

IJAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih tanjut denganketentuan tersendiri.

Pasal 21
Peraturan Rektor ini mular berraku pada tanggal ditetapkan

kan dl Surabaya
25 Maret 2014

=

ESA
o a

Salinan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. lnspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direhur Jenderal pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direkur pascasarjana,

Kepala Biro di Lingkungan Unesa
7. Kabag Keuangan Unesa

Salinan sesuai dengan bunyi
, Surat keputusan yang asli

(, Kepala BAU dan Keuangan,

dDIUG{

Drs.

2151974121001

s.H., M.M.
NIP 1 131980101002

.t.
't:g,(


